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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Manajer koperasi dalam kegiatan Koperasi dan proses penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manajer koperasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, secara umum manajer memiliki tanggung jawab kepada pengurus  Atas pengelolaan koperasi yang telah di limpahkan kepadanya. Kedua, Proses penyelesaian perbuatan melawan hukum tahap awal menggunakan musyawarah mufakat, apabila tidak ditemukan titik kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke  jalur Pengadilan Negeri.
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ABSTRACT

LEGAL  RESPONSIBILITY OF MANAGER IN COOPERATIVE ACTIVIES

The purpose of this study is to find out how the responsibility of Cooperative Manager in Cooperative activities and the process of settling unlawful actions conducted by the cooperative manager. This research uses normative research method which is a doctrinal research with literature study of Act No. 25 of 1992 on Cooperatives. From the results of this study can be concluded that in general the manager has responsibility to the board and the process of settlement of action against the law of the early stages using the deliberation, If no point of agreement is found, it will proceed to the local District Court.
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